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(QS. Al-baqarah : 286)
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ABSTRAK

Praktek Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau Dewan Syariah Nasional-
Majelis Ulama Indonesia(DSN-MUI) (Studi Desa Sumber Makmur Kecamatan
Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara)

Oleh Wahyu Fatkhurohim, NIM 1516130040

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui praktek bagi hasil perkebunan
kelapa sawit Di Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi
Rawas Utara dan (2)Untuk mengetahui tentang Pandangan Fatwa Majelis Ulama
Indonesia tentang Akad Muzara’ah Di Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung
Kabupaten Musi Rawas Utara. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif
(penelitian lapangan) yaitu penelitian yang bersumber dari data primer dan data
sekunder sumber data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil
penelitian menunjukan bahwa : (1) adapum bagi hasil akad muzara’ah di Desa
Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu dengan
jumlah lahan 3000 m2 maka pengelola berhak mendapatkan 1000 m2 sebagai
upah penggarapan lahan dari luas lahan 3000 m2 tersebut, kemudian pemilik
lahan mendapatkan lahannya kembali seluas 2000 m2 dari lus lahan sebelum nya
yaitu 3000 m2. Kesemua sistem pembagian hasil produksi di atas, telah disepakati
oleh semua pihak baik penggarap maupun si pemilik lahan. (2) sudah sesuai
dengan pandangan Fatwa DSN-MUI, ini dapat dilihat dari proses pelaksanaan
yang dilakukan dalam bentuk akad dan pembagian hasil lahan, yang membedakan
cuma akad di Desa Sumber Makmur dilakukan secara lisan sedangkan menurut
fatwa DSN-MUI secara tertulis, selebihnya sama satu bagian untuk pemilik lahan
dan tiga bagian untuk penggarap lahan dengan landasan keridhaan atas masing-
masing mereka, sehingga tali silaturahmi mereka tidak teputus dan Kerjasama
yang mereka lakukan dapat bermanfaat bagi mereka.

Kata Kunci : Akad Muzara’ah, Kelapa Sawit, Fatwa DSN-MUI
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dimana sektor pertanian
memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini
menyebabkan sebagian besar penduduk atau tenaga kerja menggantungkan
hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau dari produk nasional yang berasal
dari pertanian. Dengan ciri perekonomian agraris, maka lahan pertanian
merupakan faktor produksi yang sangat besar bagi petani. Perbedaan
penguasaan terhadap jumlah dan mutu lahan mengakibatkan perbedaan
produksi dan pendapatan dalam sektor pertanian, pendapatan yang diterima
oleh petani menentukan pola konsumsi dan tabungan petani. Sektor pertanian
di Indonesia merupakan tulang punggung dari perekonomian dan
pembangunan nasional.!

Sektor pertanian memiliki peran besar dalam pembangunan
perekonomian. Sektor ini tidak sekedar menjadi kontributor utama, tetapi juga
menjadi sarana penyerapan tenaga kerja, Sumber penerimaan devisa melalui
kegiatan ekspor, Sumber pendapatan masyarakat, penyedia bahan pangan dan
bahan baku industri, serta penanggulangan kemiskinan. Salah satu tujuan
pembangunan sektor pertanian secara khusus adalah untuk meningkatkan hasil

dan mutu produksi, dengan demikian diharapkan dapat memenuhi kebutuhan

«Sektor pertanian di Indonesia dan potensi” https://www.fulldronesolutions.com Diakses
Pada Hari Rabu, Tanggal 09 Oktober 2019, Pukul 08.00 WIB.


https://www.fulldronesolutions.com/

pasar domestik bahkan pasar internasional.? produksi tersebut diarahkan pada
pencapaian swasembada pangan sehingga dapat mendorong peningkatan taraf
hidup petani, selain itu mempunyai potensi yang sangat besar untuk penghasil
devisa dan bahkan akan menjadi mata perdagangan yang dapat memperkecil
devisa yang selama ini digunakan untuk mengimpor produk pertanian.

Besarnya penduduk Indonesia yang sebagian besar penduduknya
bermata pencaharian sebagai petani menyebabkan banyak petani yang ingin
bercocok tanam namun tidak memiliki lahan atau modal. Oleh karena itu,
sebagai sarana atau jalan untuk memberikan kesempatan kepada petani yang
tidak memiliki lahan pertanian maka diadakanlah suatu bentuk perjanjian
antara pemilik lahan dengan petani penggarap dengan menerapkan sistem bagi
hasil dari lahan pertanian yang diusahakan.

Bagi hasil dalam hukum Islam di bidang pertanian dikenal dengan
istilah Muzara’ah.® Adapun pengertian yang lain Muzara’ah merupakan
sebuah akad kerja sama pengolahan tanah pertanian antara pemilik tanah
dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada
si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu
(persentase) dari hasil panen.*

Pada umumnya dalam Muzara’ah yaitu benih disediakan oleh pemilik
lahan dan pengelola tanah hanya bertanggung jawab atas perawatan dan

pengelolaan. Bagi hasil merupakan suatu bentuk kerja sama antara pemilik

2Mubyarto, Pengantar llmu Pertanian (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 3

SAdimarwan Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2008), h. 1

“Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 9



lahan atau modal dengan pekerja.> Munculnya perjanjian ini dikarenakan
adanya petani pemilik lahan yang tidak memiliki keahlian dalam bercocok
tanam atau tidak memiliki kesempatan untuk mengelola suatu jenis pertanian
tersebut, dan terkadang juga perjanjian itu muncul karena adanya pekerja atau
penggarap yang memiliki keahlian dalam mengelola suatu jenis usaha
pertanian, namun tidak memiliki lahan atau modal untuk bercocok tanam.
Oleh karena itu, petani melakukan suatu perjanjian bagi hasil, selain untuk
mencari keuntungan antara kedua belah pihak juga untuk saling mempererat
tali persaudaraan dan tolong- menolong di antara mereka. Maka Islam
mensyari’atkan kerja sama ini sebagai upaya atau bukti saling bertalian dan
tolong-menolong antara kedua belah pihak.®

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional no:91/DSN-MUI/1V/2014,
Akad muzara’ah adalah kerjasama usaha pertanian antara pemilik lahan dan
pengelola (penggarap), dimana benih tanaman berasal dari pemilik lahan; hasil
pertanian dibagi antara pemilik lahan dengan penggarap sesuai nisbah yang
disepakati.’

Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas
Utarara masyarakat melakukan kerjasama bagi hasil di bidang penggarapan
lahan. Dari total masyarakat 3042 orang/jiwa.® Terdapat 50% masyarakat
Desa Sumber Makmur berprofesi sebagai petani, dan dari 50% tersebut yang

melakukan kerjasama akad muzara’ah hanya 5% Dalam pelaksanaan

SMubyarto, Pengantar llmu Pertanian, (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 34.

bSayyid Sabiq, Figih Sunnah XI, (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), h. 191.

"Dewan Syariah Nasional, Dikutip https://dsnmui.or.id Di akses Pada Hari Rabu 12
Oktober 2019 Pukul 16.00 WIB.

8Suluri, Kepala Desa, Wawancara Pada Tangal 05 Mei 2019.
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kerjasama penggarapan lahan terdapat adanya permasalahan yaitu si pemilik
lahan memberikan hak alihnya pada pengelola dalam pelaksanaan pembuatan
lahan sawit yang kosong untuk dikelola supaya menjadi lahan yang bisa
menghasilkan uang, dengan perjanjian ketika sawit tersebut berbuah maka si
pengelola akan mendapatkan lahan sawit sesuai kesepakatan. Namun pada saat
sawit tersebut mengalami kegagalan maka si pengelola tidak mendapatkan
imbalan apapun dari perjanjian tersebut. Sehingga membuat dari salah satu
mereka dirugikan atas usaha dan waktu yang telah dikeluarkan si penggarap.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat perdesaan pada
umumnya adalah atas kemauan bersama (pemilik lahan dan penggarap),
dengan tujuan saling tolong-menolong antara petani dan pemilik lahan, dan
perjanjian bagi hasil upah pertanian yang berlaku dalam masyarakat umumnya,
dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota
masyarakat.® Dalam hal pembagian hasil, seharus memberikan ketentuan
secara konkrit dan detail mengenai bagian yang akan didapatkan oleh pemilik
lahan dan bagian yang akan didapatkan oleh penggarap di Desa Sumber
Makmur.

Dengan melihat berbagai permasalahan di atas, maka peneliti tertarik
untuk meneliti lebih mendalam, tentang bagi hasil adapun judul penelitian
“PRAKTEK BAGI HASIL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI (Studi pada Desa Sumber Makmur

Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara).

®Wawancara dengan Bapak Siswanto Sebagai Penggarap Lahan, Pada tanggal 10 Me
2019.



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek bagi hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Sumber Makmur
Kecamtan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara)?

2. Bagaimana Pandangan menurut Fatwa DSN-MUI tentang Bagi Hasil Di
Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara ?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada pokok permasalahan tersebut maka tujuan yang
dapat dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui praktek bagi hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Sumber
Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara?

2. Untuk mengetahui tentang Pandangan menurut Fatwa DSN-MUI tentang
Bagi Hasil Di Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi
Rawas Utara?

D. Kegunaan Penelitian
Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah :
1. Secara Teoritis
Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang
praktek bagi hasil, Dan diharapkan dapat menambahkan bahan pustaka
dalam sistem bagi hasil khususnya dalam bidang muamalah.
2. Secara Praktis
Penelitin ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

terhadap bagi hasil, khususnya masyarakat dalam bekerjasama.



E. Penelitian Terdahulu
1. Skripsi Radian Ulfa,’® “Analisis Pengaruh Muzara’ah Terhadap Tingkat
Kesejahteraan Petani” (Studi Kasus Di Desa Simpang Agung Kabupaten
Lampung Tengah), Dilakukan pada tahun 2017. Pertanian harus mendapat
perhatian melalui pertanian, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya
terutama dalam hal mendapatkan makanan. Pertanian juga sangat penting
keberadaannya di masyarakat. Islam pun telah mengatur praktek-prakteknya
agar sesuai dengan syariah. Dalam masyarakat, ada sebagian antara mereka
yang mempunyai lahan pertanian dan juga alat-alat pertanian, tetapi tidak
memiliki kemampuan bertani. Adapula sebagian yang lainnya yang tidak
memiliki lahan apapun, kecuali tenaga dan kemampuan dalam bercocok
tanam. maka allah swt menunjukkan kepada manusia jalan bermuamalah.
Pertimbangan nya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan atau
kemanfaatan dan memelihara keadilan, menghindari unsur penganiayaan
dan unsure pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Persamaan dalam
penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian ini adalah
sama-sama membahas tentang Muzara’ah. Dalam Islam bagi hasil adalah
suatu bentuk kerjasama kedua belah pihak dalam suatu usaha dengan tujuan
tertentu. Perbedaannya yaitu terdapat pada sistem bagi hasil nya yaitu
peneliti ini membahas tentang pengaruh Muzara’ah, sedangkan peneliti

mengangkat praktek bagi hasil.

YRadian Ulfa. Analisis Pengaruh Muzara’ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani,
Skripsi Ini Diterbitkan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro
Lampung. 2017.



2. Skripsi Muhammad Guntur,'! “Sistem Bagi Hasil Garapan Padi Antara
Petani Pemilik Mdal Dengan Petani Penggarap Ditinjau Dari Syariat Islam
Di Desa Bontoireng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa’.
Dilakukan tahun 2013 bagi hasil merupakan suatu bentuk kerjasama antara
pemilik lahan atau modal dengan pekerja. Munculnya perjanjian ini
dikarenakan adanya potensi pemilik lahan yang tidak memiliki keahlian
dalam bercocok tanam atau tidak memiliki kesempatan untuk mengelola
suatu jenis pertanian tersebut, dan terkadang juga perjanjian itu muncul
karena adanya pekerja atau penggarap yang memilik keahlian dalam
mengelola suatu jenis usaha pertanian, namun tidak memiliki lahan atau
modal untuk bercocok tanam oleh karena itu petani melakuka suatu
perjanjian bagi hasil. Persamaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh
peneliti terhadap penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Bagi
Hasil. Dalam Islam bagi hasil adalah suatu bentuk kerjasama kedua belah
pihak dalam suatu usaha dengan tujuan tertentu. Perbedaannya yaitu
terdapat pada sistem bagi hasil nya yaitu peneliti ini membahas tentamg
bagi hasil menurut syariat Islam, sedangkan peneliti mengangkat praktek

bagi hasil Ditinjau DSN-MUI

IMuhammad Guntur. Sistem Bagi Hasil Garapan Padi Antara Petan Pemilik Modal
Dengan Petani Pengarap Ditinjau Dari Syariat Islam Di Desa Bontoireng Kecamatan
Bontonompo Kabupaten Gowa, Skripsi Ini Diterbitkan, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas
Islam Negeri Alauddin Makasar. 2013.



3. Skripsi Ade Intan Surahmi,'? “Implementasi Akad Muzara’ah Dan
Mukhabarah Pada Masyarakat Tani Di Desa Blang Krueng Dan Desa Lam
Asan, Kabupaten Aceh Besar ” Dilakukan tahun 2019. Pertanian merupakan
salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka
memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai Sumber kesediaaan pangan
bangsa. Pertanian juga menjadi Sumber penghasilan bagi masyarakat dalam
memenuhi kebutuhannya. Persamaan dalam penelitian yang akan dilakukan
oleh peneliti terhadap penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang
muzara’ah. Perbedaannya yaitu terdapat pada implementasi akad muzara’ah
dan mukhabarah, sedangkan peneliti mengangkat fokus pada praktek akad
muzara’ah menurut fatwa MUI

4. Jurnal Nasional Muhammad Ngasifudin,®® “Aplikasi Muzara’ah Dalam
Perbankan Syariah” Secara umum, pada tahun 2014 Sumber
penghasilan utama sebagian besar penduduk di desa/kelurahan (88,04
persen) masih menggantungkan pada sektor pertanian. Persentase desa
perbatasan yang mengandalkan sektor pertanian (93,41 persen) lebih tinggi
dibandingkan persentase desa bukan perbatasan (87,97 persen). Hal itu dapat
disebabkan tingginya potensi pertanian di desa perbatasan. Kondisi desa
perbatasan yang jauh dari hiruk pikuk kota, membuat potensi pertaniannya
sangat baik. Selain itu, banyaknya pekerja di sektor pertanian dapat juga

dikarenakan rendahnya lapangan kerja di sektor lain. Jauhnya desa perbatasan

2Ade Intan Surahmi, Implementasi Akad Muzara’ah Dan Mukhabarah Pada Masyarakat
Tani Di Desa Blang Krueng Dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar, Skripsi Ini Diterbitkan,
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh. 2019.

BMuhammad ngasifudin, aplikasi muzara’ah di perbankan syariah, Dikutip
https://ejournal.almaata.ac.id Diakses pada hari rabu 09 oktober 2019, Pukul 16.00 WIB.


https://ejournal.almaata.ac.id/

dari pemerintahan pusat atau pusat bisnis, membuat sulithnya perkembangan
lapangan pekerjaan sektor lain. Sedangkan jumlah tenaga kerja 33,20 persen
pada Februari 2015. (BPS, 2015) Walaupun sangat strategis, sektor pertanian dan
pedesaan sering dihadapkan pada banyak permasalahan, terutama lemahnya
permodalan. Sebagai unsur esensial dalam meningkatkan produksi dan taraf
hidup masyarakat pedesaan, ketiadaan modal dapat membatasi ruang gerak
sektor ini, Kebutuhan modal akan semakin meningkat seiring dengan
beragam pilihan jenis komoditas dan pola tanam, perkembangan teknologi
budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil yang semakin pesat.
Pada era teknologi pertanian, pengerahan modal yang intensif baik untuk alat-
alat pertanian maupun sarana produksi tidak dapat dihindari. Masalah kembali
muncul, karena sebagaian besar petani tidak sanggup mendanai usaha tani yang
padat modal dengan dana sendiri. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa belum
ditemukan aplikasi akad muzara’ah pada perbankan syariah batk BUMN maupun swasta.
Persamanya yaitu sama-sama mengangkat tentang akad muzara’ah. Perbedaannya peneliti
ini membahas tentang mengaplikasikan akad muzara’ah, sedangkan peneliti mengangkat
tentang praktek muzara’ah menurut DSN MUL

5. Jurnal Internasional dari Abdul Muttalib,** “Analisis Sistem Bagi Hasil
Muzara’ah Dan Mukhabarah Pada Usaha Tani Dan Implikasinya Terhadap
Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di

Kecamatan Praya Timur”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui

14Abdul muttalib, analisis sistem bagi hasil muzara’ah dan mukhabarah pada usaha tani
dan implikasinya terhadap kesejahteraan keluarga petani dan pemilik lahan di kecamtan Praya
Timuur, Dikutip http://ejournal.mandalanursa.org pada hari rabu 09 oktober 2019, Pukul 16.00
WIB.


http://ejournal.mandalanursa.org/
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pelaksanaan sistem bagi hasil muzara’ah dan mukhabarah pada usahatani
padi ditinjau dari persefektif Islam serta implikasinya terhadap
kesejahteraan keluarga petani penggarap dan pemilik lahan di Kecamatan
Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. Metode yang digunakan adalah
metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan
data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara pengamatan langsung di
lapangan dan melakukan wawancara langsung yang terkait dengan
permasalahan yang diteliti. Data sekunder, Data primer diperoleh dengan
cara pengamatan langsung di lapangan dan melakukan wawancara langsung
yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder diperoleh
dari kantor camat di Praya Timur serta instansi yang terkait dengan msalah
pertanian, dan Sumber-Sumber lainnya.

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif karena penelitian
ini bersifat kualitatif, maka metode analisa yang digunakan adalah analisa
induktif yaitu analisa data yang berangkat dari gejala atau peristiwa yang
bersifat khusus kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum.
persamaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap
penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Bagi Hasil. Dalam
Islam bagi hasil adalah suatu bentuk kerjasama kedua belah pihak dalam
suatu usaha dengan tujuan tertentu. Perbedaan peneliti ini membahas
tentang pelaksanaan sistem bagi hasil muzara’ah dan mukhabarah

sedangkan peneliti membahas tentang praktik akad muzara’ah.
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F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan
kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah
tingkat pemahaman masyarakat terhadap bagi hasil di desa Sumber
Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Desa Sumber Makmur Kecamatan
Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara provinsi sumatera selatan. Waktu
penelitian dimulai pada tanggal 22 november 2019 s/d 06 Januari 2020 .

b. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di desa Sumber Makmur Kecamatan
Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai lokasi penelitian. Alasan
penulis melakukan penelitian di desa Sumber Makmur Kecamatan
Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara ialah ingin mengetahui berapa
banyak masyarakat yang melakukan kerjasama bagi hasil yang sesuai
dengan DSN-MUI. Dengan tujuan untuk mengetahui praktek dan
pemahaman masyarakat terhadap bagi hasil tersebut, agar di kemudian
hari masyarakat tidak salah lagi dalam mengartikan kerjasama dengan
menggunakan bagi hasil di desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung

Kabupaten Musi Rawas Utara.
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3. Subjek/Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling

dengan memilih informan yang memenuhi kriteria melakukan kerjasama

bagi hasil. Kriteria pemilihan informan yaitu jujur, rajin dan bertanggung

jawab. Informan penelitian yang di ambil berjumlah 10 orang, yang terdiri

dari 5 orang sebagai pengelola lahan, dan 5 orang sebagai pemilik lahan

yaitu sebagai berikut:

Table 1.1
Data responden pemilik lahan

No

Nama umur Alasan

Memilih informan ini
Ayu Shati 40 karena sudah memenuhi
kriteria dalam melakukan

kerjasama bagi hasil

Memilih  informan ini
Erwin Iswantoro 38 )
karena sudah memenuhi
kriteria dalam melakukan

kerjasama bagi hasil

Memilih informan ini
Evi Rahmawati 40 ]
karena sudah memenuhi
kriteria dalam melakukan

kerjasama bagi hasil

Memilih informan ini
Sunarti 49 karena sudah memenuhi
kriteria dalam melakukan

kerjasama bagi hasil

Memilih informan ini

Tumini 80 | karena sudah memenuhi




kriteria dalam melakukan

kerjasama bagi hasil

Sumber : wawancara responden Desa Sumber Makmur, 2020

Table 1.2
Data responden penggarap lahan
No Nama umur Alasan
1 Memilih informan ini
Asep 38 karena sudah memenuhi
kriteria dalam melakukan
kerjasama bagi hasil
2 Memilih informan ini
Dalimin 43 karena sudah memenuhi
kriteria dalam melakukan
kerjasama bagi hasil
3 Memilih informan ini
Siswanto 40 karena sudah memenuhi
kriteria dalam melakukan
kerjasama bagi hasil
4 Memilih informan ini
Suroto 48 karena sudah memenuhi
kriteria dalam melakukan
kerjasama bagi hasil
5 Memilih informan ini
Slamet 60

karena sudah memenuhi
kriteria dalam melakukan

kerjasama bagi hasil

Sumber : wawancara responden Desa Sumber Makmur, 2020




14

4. Sumber dan teknik Pengumpulan Data
a. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
primer dan data sekunder.
1) Data Primer
Data yang diperoleh secara lansung dari Sumber pertama.
Data primer tersebut lahan yang akan di garap dan wawancara baik
kepada pengelola maupun pada pemilik lahan, Serta observasi
(pengamatan) yang dilakukan terhadap aktivitas pelaksanaan dalam
mengelola lahan tersebut.
2) Data sekunder
Data yang diperoleh melalui studi literatur, baik yang
diperoleh dari masyarakat maupun berbagai Sumber lainnya
b. Teknik Pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini
agar mendapatkan data yang akurat adalah:
1) Observasi
Merupakan pengumpulan data, dimana penulis mengadakan
pengamatan secara langsung pada masyarakat yang mengunakan bagi
hasil,
2) Wawancara
Adapun wawancara yang dilakukan penulis yakni kepada

para pengelola dan pemilik lahan. Dan wawancara yang dilakukan
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yakni tidak sesuai, karena mengingat dan menimbang pendapat dari
para pengelola dan pemilik lahan berbeda-beda. Wawancara dilakukan
dengan menggunakan alat-alat sebagai berikut:
a) Perekam suara Hp
b) Kamera
c) Alat tulis, buku dan pena
5. Teknik Analisis Data
Adapun proses pengumpulan data yang dilakukan mengadopsi dan
mengembangkan pola interaktif yang dikembangkan oleh milles dan
huberman yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:%®
a. Reduksi Data, proses pengabungan dan penyeragaman dari segala bentuk
data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan di analisis
b. Penyajian Data, yakni data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk
daftar kategori setiap data yang didapat dengan bentuk naratif.
c. Penarikan Kesimpulan, yakni proses lanjutan dari reduksi data dan
penyajian data. Data yang disimpulkan berpeluang untuk menerima
masukan, penarikan kesimpulan sementara masih dapat diuji dengan data

lapangan.

A Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan,
(Jakarta: kencana, 2014), h. 50.



BAB I1

KAJIAN TEORI

A. Bagi Hasil
1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil meliputi dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya
penggal, pecah, urai dari yang utuh.! Sedangkan hasil ialah suatu tindakan
baik yang disengaja maupun tidak, baik yang meguntungkan maupun yang
merugikan.? Adapun bagi hasil secara istilah yaitu suatu sistem yang
meliputi tata cara dalam pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan
pengelola dana. Sedangkan menurut terminology bagi hasil lebih dikenal
dengan profit sharing. Dalam kamus ekonomi, Profit sharing diartikan
pembagian laba. profit sharing secara istilah diartikan : Distribusi beberapa
bagian dari laba (profit) pada para pegawai dari suatu perusahaan”.

Jadi bagi hasil adalah suatu sistem yang digunakan lembaga
keuangan syariah dalam memberikan keuntungan kepada shahibul maal
(koperasi sebagi mudharib) dan mudharib (koperasi sebagai shahibul maal)
sesuai porsi yang telah disepakati oleh kedua pihak diawal akad.

Istilah bagi hasil lebih banyak di gunakan pada lembaga keuangan
(perbankan) yakni perhitungan pembagian pendapatan yang di peroleh
berdasarkan nisbah (rasio) yang di sepakati di awal. Di dalam sistem

perbankan syari’ah bagi hasil merupakan ciri-ciri khusus yang ditawarkan

!Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 86.
2Marbun B.N., Kamus Manajemen, (Jakarta: Pustaka Sinar Harahap, 2003), h. 93.
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kapada masyarakat, dan di dalam aturan hukum syari’ah yang berkaitan
dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal
terjadinya kontrak (akad). Sistem bagi hasil ini menjamin terhadap adanya
keadilan dan tidak ada pihak yang yang terekploitasi.>

Dalam mekanisme lembaga keuangan syari’ah model bagi hasil ini
berhubungan dengan wusaha pengumpulan dana (Funding) maupun
pelemparan dana (landing). khususnya berkaitan dengan produk penyertaan
atau kerja sama usaha. Di dalam pengembangan produknya di kenal dengan
istilah shahibul maal (pemilik dana yang mempercayakan dananya pada
lembaga keuangan syari’ah (bank dan KSPPS) dan mudharib (orang atau
badan yang memperoleh dana untuk dijadikan modal usaha atau investasi)
Sebagaimana kita ketahui bahwa lembaga keuangan syari’ah tidak hanya
bank umum namun juga non bank (dalam hal ini adalah KSPPS).

2. Landasan Syariah Bagi Hasil
Adapun landasan hukum syari’ah bagi hasil yaitu:

a. Al-Qur’an

&Ead ) 1580 5 AieLoad Talazeald 0 1B 9 1540 ol @i
Gr Al e A 0 TS5 oA

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan
riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada
Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah
dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang
yang kafir. "{Qs. Ali Imron [3]: 130)

3 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008), h. 26
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Dan dijelaskan pula secara tegas dalam ayat selanjutnya,sbb:

G Al e ) S &

Artinya: Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk
orang-orang yang kafir. (Qs. Ali Imron [3]: 731)

b. Hadis

GOl (3l e DB A Al adle & a8 e 05 o e 0
GRS (e 355 an Bl o (5 (A iy allus e (8 AlaTLY)
Dari Said bin Zaid dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, bahwa
beliau bersabda: ‘Sesungguhnya riba yang paling buruk adalah merusak
kehormatan seorang muslim tanpa hak, dan sesungguhnya rahim
dijalinkan oleh Ar Rahman, barangsiapa yang memutuskannya niscaya
Allah mengharamkan baginya syurga. {Ahmad, bab Mushad Said bin
Zaid, no /564).

Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadist diatas jelas dikatakan
bahwa riba adalah hukumnya haram, sehingga bunga yang diterapkan
dalam lembaga keuangan konvensional yang juga dianggap dengan riba
adalah haram. Dalam fatwa nya, MUI juga telah memutuskan hukum
tentang bunga bank.

Fatwa MUI No 1 tahun 2004, menyebutkan bahwa :

1) Bunga (Interest/fa’idah) ialah suatu tambahan yang dikenakan dalam
suatu transaksi pinjaman uang (al-gardh) di perhitungkan dari pokok

pinjaman tanpa adanya mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok

tersebut.*

4 Dewan syariah nasional, Dikutip https://dsnmui.or.id Di akses pada hari rabu 12 oktober
2019 pukul 16.00 WIB


https://dsnmui.or.id/
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2) Riba ialah suatu tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi
karena adanya penagguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan
sebelumnya..

3. Metode Bagi Hasil
Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem:

a. Bagi hasil (revenue sharing) yaitu suatu bagi hasil dihitung dari total
pendapatan pada pengelolaan dana.’

b. Sedangkan bagi untung (Profit Sharing) ialah suatu bagi hasil dihitung
dari pendapatan setelah dikurangi dengan biaya pengelolaan
dana/pendapatan netto. Di dalam perbankan syariah istilah yang paling
sering dipakai ialah profit and loss sharing, dimana hal ini dapat
diartikan sebagai pembagian untung dan rugi dari adanya pendapatan
yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Mekanisme profit and loss sharing dalam pelaksanaanya
merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (investor)
dan pengelola modal (entrepreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha,
dimana antara keduanya terikat kontrak bahwa dalam usaha tersebut jika
mendapat keuntungan akan dibagi antara kedua pihak sesuai nisbah
kesepakatan diawal perjanjian, dan begitu pula jika mengalami kerugian
akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.®

Bank-bank yang syariah yang ada di Indonesia saat ini

semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar revenue

5> Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008), h. 26
& Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, ... h. 30-32
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sharing untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana
(deposan). Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa faktor yang
mempengaruhi bagi hasil, yaitu’:
1) Faktor Langsung
Di antara faktor-faktor langsung (direct factotrs) yang
mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah invesment rate, jumlah
dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (profit sharing ratio).
a) Invesment rate

Merupakan presentase aktual dana yang di investasikan
dari total dana. Jika bank menentukan invesmentrate sebesar 80
persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk
memenuhi likuiditas.

b) Jumlah dana yang tersedia untuk di investasikan.

Merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang
tersedia untuk di investasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan
menggunakan salah satu metode.

1) Rata-rata saldo minimum bulanan
2) Rata-rata total saldo harian
¢) Nisbah (profit sharing ratio)

Salah satu ciri al mudharabah adalah nisbah yang harus

ditentukan dan di setujui pada awal perjanjian.

1) Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda.

7 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, ... h. 32-34
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2) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu
bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

3) Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dengan account
lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2) Faktor tidak langsung
Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah®:
a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah.

1) Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan
biaya. Pendapatan “di bagi hasilkan” merupakan pendapatan
yang diterima dikurangi biaya-biaya.

2) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut revenue
sharing.

b) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh
berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan
pengakuan dan biaya.

B. Akad Muzara’ah
1. Pengertian Muzara’ah
Al-muzara’ah berasal dari kata az-zar 'u yang artinya ada dua cara,
yaitu menabur benih atau bibit dan menumbuhkan. Dari arti kata tersebut
dapat dijelaskan bahwa al-muzara’ah adalah sebuah akad kerja sama

pengolahan tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana

8 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, ... h. 35
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pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk

ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen,

namun jika terjadi kerugian atau gagal panen, maka penggarap tidak
menanggung apapun, tapi ia telah rugi atas usaha dan waktu yang telah
dikeluarkan.®

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa muzara’ah yaitu suatu bentuk
kerja sama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap,
dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap
untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase)
dari hasil panen.® Dalam muzara’ah pada umumnya benih disediakan oleh
pemilik lahan dan pengelola tanah hanya bertanggung jawab atas perawatan
dan pengelolaan.

Adapun pengertian muzara’ah yang dikemukakan oleh beberapa
ahli figh salaf yaitu'?:

a. Menurut ulama Hanafi, muzara’ah menurut pengertian syara’ adalah
suatu akad perjanjian pengelolaan tanah dengan memperoleh hasil
sebagian dari penghasilan tanah itu. Dalam bidang kerja sama ini,
penggarap boleh bertindak sebagai penyewa untuk menanami tanah

dengan imbalan biaya dari sebagian hasil tanamannya dan boleh juga

°Sami Al-mishri, Pilar-pilar Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 110.

®Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h . 99.

11 Teungku Muhammad Hasbi As- Shiddieqy, Hukum-hukum Figh Islam, (Semarang:
Pustaka Rizki Putra, 1997), h.125
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pemilik lahan hanya mempekerjakan petani dengan upah dari hasil
sebagian tanaman yang tumbuh pada tanah itu?2.

b. Menurut ulama Maliki, muzara’ah menurut pengertian syara’ adalah
perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai
penggarap. Dalam hal ini, pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada
petani untuk ditanami, upah dari pengelolaan itu diambil dari hasil
tanaman yang ditanam pada lahan tersebut. Jika pemilik lahan ikut
membiayai penggarapan itu, seperti menyediakan bibit, maka si
penggarap mendapat upah boleh berupa sebagian dari tanah dan tanaman
yang dikelolanya sesuai dengan kesepakatan mereka berdua®®.

C. Menurut ulama Syafi’i, muzara’ah adalah kerja sama antara pemilik
tanah dengan petani penggarap untuk menggarap atau mengelola lahan
itu dengan upah atau imbalan sebagian dari hasil pengelolaannya. Dalam
hal ini, bibit atau benih berasal dari pemilik lahan, penggarap hanya
membuka lahan, menanami, dan memeliharanya hingga memperoleh
hasil.*

Dari pengertian-pengertian muzara’ah menurut ulama figih salaf di
atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang disebut muzara’ah adalah
perjanjian kerja sama antara pemilik lahan pertanian dengan petani
penggarap yang upahnya diambil dari hasil pertanian yang sedang
diusahakan, dan pembagian hasilnya tergantung dari kesepakatan antara

kedua belah pihak.

12 Teungku Muhammad Hasbi As- Shiddieqy, Hukum-hukum Figh Islam, ...h.125
13 Teungku Muhammad Hasbi As- Shiddieqy, Hukum-hukum Figh Islam, ...h.127
14 Teungku Muhammad Hasbi As- Shiddieqy, Hukum-hukum Figh Islam, ...h.128
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2. Landasan Hukum
a. Al-Qur’an

Terdapat dalam surah Q.S Al-Maidah ayat 2:

sl a5 441 ()
Artinya:  “Dan  tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan
(kebajikan) dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam
berbuat dosa dan permusuhan.
b. Al-hadist
Rasulullah s.a.w. bersabda sebagai berikut:
A3 Ci8 fpa alg adle A e ) 0% 08 085 530h o
(Rt 5130) Ala) Sluils i (8 slaT gaiaal 5 g 53388 G
Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw
(barang siapa yang memiliki tanah maka hendaknya
menananaminya atau memberikannya kepada saudaranya, jika
tidak mau maka boleh menahannya).” (HR. Muslim).®®
Dari hadits yang diriwayatkan olen Bukhari Muslim di atas,
bahwa bagi hasil dengan sistem muzara’ah itu dibolehkan.
3. Rukun Dan Syarat Akad Muzara’ah
Dalam melakukan akad al-muzara’ah ada beberapa rukun dan
syarat- syarat yang harus dipenuhi, yaitu®®:
a. Rukun muzara’ah, yaitu:

1) Pemilik lahan

2) Petani penggarap (pengelola)

BHusein Khalid Bahreisj, Himpunan Hadist Shahih Muslim, (Surabaya: Al-lkhlas, 1987),
h. 173-174.
16 Sami Al-mishri, Pilar-pilar Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 130
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3) Objek muzara’ah yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola
4) ljab dan kabul
b. Syarat-syarat muzara’ah
1) Seseorang yang melakukan akad harus balig dan berakal, agar mereka
dapan bertindak atas nama hukum
2) Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.

c. Syarat-syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian yaitu

1) Menurut adat dan kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah
dan menghasilkan. Sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanami di
daerah tertentu.

2) Batas-batas lahan itu jelas.

3) Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah dan

pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.

d. Syarat-syarat yang berkaitan dengan hasil panen yaitu:

1) Pembagian hasil panen harus jelas.

2) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa
ada pengkhususan.

3) Pembagian hasil panen ditentukan pada awal akad untuk menghindari
perselisihan nantinya.

4. Akad Muzara’ah Berakhir
Muzara’ah berakhir karena beberapa hal, sebagai berikut :

a. Jika pekerja melarikan diri dalam kasus ini pemilik tanah boleh
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membatalkan  transaksi  tersebut berdasarkan  pendapat yang

mengkategorikan sebagai transaksi boleh (tidak mengikat).

b. Apa bila salah seorang wafat atau gila, berdasarkan pendapat yang
mengkategorikan sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau
walinya yang menggantikan posisinya.t’

C. Fatwa Dewan Syariah Nasional
1. Pengertian Fatwa
Fatwa dalam definisi klasik bersifat opsional “ikhtiyariah”

(pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara

moral bagi mustafti (pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain

mustafti bersifat ’i’lamiyah” atau informatif yang lebih dari sekedar
wacana. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama atau
meminta fatwa kepada mufti/seorang ahli yang lain.

Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan
persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata
bahasa arab al-ifta’, al-fatwa yang secara sederhana berarti
“pemberian keputusan”. Fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum
yang dibuat dengan gampang, atau yang disebut dengan membuat
hukum tanpa dasar. Dari sini dimengerti bahwa fatwa pada

hakikatnya adalah memberi jawaban hukum atas persoalan yang

tidak diketemukan dalam Alquran maupun hadits atau memberi

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, Ensiklopedi Figih Muamalah Dalam
Pandangan Empat Mazhab, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), h. 310.
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penegasan kembali akan kedudukan suatu persoalan dalam kaca mata
ajaran Islam?®

Fatwa terpaut dengan figih, keduanya mempunyai hubungan
saling melengkapi. Figih memuat uraian sistematis tentang substansi
hukum Islam, yang tidak seluruhnya dibutuhkan oleh seseorang.
Figih dipandang sebagai kitab hukum (rechtsboeken), sebagai
rujukan normatif dalam melakukan perbuatan sehari-hari. Dalam hal
terdapat masalah tertentu yang memerlukan penjelasan dan uraian
rinci seseorang berkonsultasi dengan mufti untuk memperoleh advis
atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Jelasnya fatwa
berfungsi untuk menerapkan secara konkret ketentuan fikih dalam
masalah tertentu Fatwa muncul sebagai jawaban terhadap berbagai
masalah yang dihadapi umat dari abad ke abad. Permulaan fatwa
adalah ketika Rasulullah SAW ditanyakan tentang berbagai masalah
yang muncul dalam kehidupan sehari- hari. Para sahabat mengajukan
pertanyaan kepada Rasulullah SAW yang berarti mereka meminta

fatwa (istifa’), seperti diungkapkan dalam Al-Qur’an:

o
) 52z
-

:;djsi\g;m T  CRE v v

Artinnya: (Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) (QS.
Annisa ayat:176).

2. Dewan Syariah Nasional

18 Diana mutia habibaty, Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
terhadap Hukum Positif Indonesia, Dikutip dari http://ejurnal.peraturan.go.id Diakses pada hari
Selasa, tanggal 11 oktober 2019, Pukul 16.00 WIB.


http://ejurnal.peraturan.go.id/
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Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga Islam telah
memberikan kontribusi yang banyak terhadap Indonesia. Kontribusi
tersebut dikeluarkan dalam bentuk fatwa. Fatwa merupakan jawaban
dari pertanyaan maupun anjuran dari mufti terhadap masalah atau
keresahan yang terjadi pada satu masyarakat. Fatwa dapat diminta
secara perorangan maupun dilakukan secara berekelompok. Fatwa
merupakan anjuran yang dapat ditaati maupun tidak ditaati. Karena
posisinya sebagai anjuran, maka ketidakpatuhan kepada sbuah fatwa
tidak mendapatkan sanksi hukum. Sanksi yang dapat terjadi di
masyarakat seringkali terjadi adalah sanksi sosial.

Walau demikian, ada beberapa fatwa yang telah diadopsi
menjadi undang-undang di Indonesia, seperti pada Undang-Undang
Peradilan Agama, Undang-Undang terhadap makanan halal, dan
Undang- Undang tentang Perekonomian Syariah. Pengadopsian
tersebut telah menjadikan MUI memberikan peranan yang besar
terhadap perkembangan syariah di Indonesia.*®

Adapun tugas dan wewenang Dewan Syariah Nasional
sebagai berikut :

a. Tugas Dewan Syariah Nasional
1) Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa Lembaga
Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan

Lembaga Perekonomian Syariah (LPS) lainnya.

19 Diana mutia habibaty, Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
terhadap Hukum Positif Indonesia, Dikutip dari http://ejurnal.peraturan.go.id Diakses pada hari
Selasa, tanggal 11 oktober 2019, Pukul 16.00 WIB


http://ejurnal.peraturan.go.id/

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9
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Mengawasi penerapan fatwa melalui Dewan Pengawas Syariah
(DPS) di Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan
Lembaga Penjamin Simpanan lainnya.

Membuat Pedoman Implementasi Fatwa untuk lebih menjabarkan
fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat
diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya.

Mengeluarkan Surat Edaran (Ta'limat) kepada LKS, LBS, dan LPS
lainnya.

Memberikan rekomendasi calon anggota dan/atau mencabut
rekomendasi anggota DPS pada LKS, LBS, dan LPS lainnya.
Memberikan rekomendasi calon Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)
dan/atau mencabut Rekomendasi ASPM.

Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atau Keselarasan
Syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas
terkait.

Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atas sistem, kegiatan,
produk, dan jasa di LKS, LBS, dan LPS lainya.

Menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Syariah bagi LBS dan LPS

lainnya yang memerlukan.

10) Menyelenggarakan Program Sertifikasi Keahlian Syariah bagi LKS,

LBS, dan LPS lainnya.

11) Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan

literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.
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12) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam
kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada
khususnya.

b. Wewenang Dewan Syariah Nasional

1) Memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk
menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan olen DSN-
MUI.

2) Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk
mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

3) Membekukan dan/atau membatalkan sertifikat Syariah bagi LKS,
LBS, dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran.

4) Menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya
mengenai usul pergantian dan/atau pemberhentikan DPS pada
lembaga yang bersangkutan.

5) Menjalin kemitraan dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik
dalam maupun luar negeri untuk menumbuhkembangkan usaha
bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah

3. Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI; bahasa Arab:
Majlis al-‘Ulama' al-Indunisi adalah lembaga independen yang
mewadahi para ulama, zuama, dan cendikiawan Islam untuk
membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada 17 Rajab 1395 Hijriah atau 26



31

Juli 1975 Masehi di Jakarta, Indonesia Sesuai dengan tugasnya, MUI
membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut
kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam
kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran
dalam agama Islam,dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan

seorang muslim dengan lingkungannya®®

Dalam pengertian luas, fatwa MUI dapat pula mencakup
nasihat, anjuran, dan seruan. Fatwa dikeluarkan oleh MUI karena
ada permintaan atau pertanyaan baik dari perorangan, Pemerintah,
lembaga sosial kemasyarakatan atau MUI sendiri yang oleh MUI
dipandang perlu untuk difatwakan. Nasihat merupakan suatu
keputusan MUI menyangkut suatu masalah kemasyarakatan yang
sebaiknya dilaksanakan oleh Pemerintah atau masyarakat. Anjuran
merupakan suatu masalah kemasyarakatn di mana MUI berpendapat
perlu melakukan dorongan untuk pelaksanaan lebih intensif karena
dianggap banyak maslahatnya. Seruan pada fatwa MUI merupakan
keputusan MUI menyangkut suatu masalah untuk tidak dilaksanakan
atau dilaksanakan oleh Pemerintah maupun masyarakat ada dalam
undang-undang dan diatur lembaga negara, sedangkan MUI
bukanlah lembaga negara.

MUI memiliki peran yang cukup penting bagi masyarakat

20 Majelis Ulama Indinesia, Dikutip https://id.wikipedia.org/Majelis_Ulama_Indonesia Di
akses pada hari rabu 12 oktober 2019 pukul 16.00 WIB


https://id.wikipedia.org/Majelis_Ulama_Indonesia
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muslim Indonesia, yaitu?!:

a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam
Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan

bermasyarakat yang di ridhoi Allah SWT

b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan
kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat

c. Meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan
kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan

dan kesatuan bangsa

d. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dalam
penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna
mensukseskan pembangunan nasional

e. Meningkatkan hubungan dan kerjasama antar organisasi, lembaga
Islam dan cendikiawan muslimin dalam memberikan bimbingan
dan tuntunan kepda masyarakat khususnya umat Islam dengan
mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.??

Pada dasarnya, fungsi MUI adalah memberikan fatwa dan
nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada

Pemerintah dan umat Islam umumnya, sebagai amar ma’ruf nahi

munkar.

2l Diana mutia habibaty, Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
terhadap Hukum Positif Indonesia, Dikutip dari http://ejurnal.peraturan.go.id Diakses pada hari
Selasa, tanggal 11 oktober 2019, Pukul 16.00 WIB

22 Diana mutia habibaty, Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
terhadap Hukum Positif Indonesia, Dikutip dari http://ejurnal.peraturan.go.id Diakses pada hari
Selasa, tanggal 11 oktober 2019, Pukul 16.00 WIB.
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D. Muzara’ah menurut Dewan Syariah-Majelis Ulama Indonesia

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional no:91/DSN-MUI/IV/2014,
Akad muzara’ah adalah kerjasama usaha pertanian antara pemilik lahan dan
pengelola (pengarap), dimana benih tanaman berasal dari pemilik lahan; hasil
pertanian dibagi antara pemilik lahan dengan pengarap sesuai nisbah yang

disepakati .23

Dalam melakukan akad al-muzara’ah ada beberapa rukun dan syarat-
syarat yang harus dipenuhi, yaitu:
a. Rukun muzara’ah, yaitu:
1) Pemilik lahan
2) Petani penggarap (pengelola)
3) Objek muzara’ah yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola
4) ljab dan kabul
b. Syarat-syarat muzara’ah
1) Seseorang yang melakukan akad harus balig dan berakal, agar
mereka dapan bertindak atas nama hukum
2) Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.

c. Syarat-syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian yaitu

1) Menurut adat dan kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah
dan menghasilkan. Sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanami di

daerah tertentu.

Z3Dewan syariah nasional, Dikutip https://dsnmui.or.id Di akses pada hari rabu 12 oktober
2019 pukul 16.00 WIB
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2) Batas-batas lahan itu jelas.

3) Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah dan
pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.

d. Syarat-syarat yang berkaitan dengan hasil panen yaitu:

1) Pembagian hasil panen harus jelas.

2) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa
ada pengkhususan.

3) Pembagian hasil panen ditentukan pada awal akad untuk menghindari

perselisihan nantinya.



BAB |11

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Desa Sumber Makmur

Desa Sumber makmur merupakan desa di kecamatan Nibung,
Kabupaten Musirawas Utara (Pemekaran Dari Kabupaten Musi Rawas),
Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Desa ini dibentuk melalui program
pemerintah pusat yaitu transmigrasi pada tahun 1985. Pada awal penempatan,
desa ini sebagian besar penduduknya berasal dari jawa barat, jawa timur dan
jawa tengah, 60% penduduknya bekerja sebagai petani, seiring
perkembangannya waktu para warga pribumi yang berasal dari wilayah
kabupaten musirawas utara juga banyak yang pindah ke desa sumber makmur
dan bersatu dengan warga transmigran demi membangun desa lebih maju
mengembangkan Desa.!

Berikut ini adalah pejabat yang pernah menjadi kepala desa sumber

makmur :
Tabel 3.1
Pejabat Yang Pernah Menjadi Kepala Desa Sumber Makmur
NO NAMA PERIODE

1 | M. ATOR 1988 — 1997

2 | KOSIM 1998 — 2003

3 | KAMIRUL AHWA 2004 — 2009 dan 2009 - 2015
4 | H.M. SULURI 2016 - 2022

! Profil Desa Sumber Makmur, Sejarah Desa dan Terbentuknya Desa, Kab. Musi Rawas
Utara 2018.
35
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B. Logo Desa Sumber Makmur
Semua Desa di Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara
mengikuti Logo dari Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dilihat pada

gambar berikut:

MUSI RAWAS UTARA

Gambar 3.1
Logo Desa Sumber Makmur

C. Data Administratif Desa
1. Data Penduduk Desa Sumber Makmur

Tabel 3.2
Data Penduduk Desa Sumber Makmur
NO | PENDUDUK DAN LAKI- PEREMPUAN TOTAL
RUMAH TANGGA | LAKI (Jiwa) (Jiwa)
(Jiwa)

1 Jumlah  penduduk

menurut  kelompok

umur :
0 -1 Tahun 129 99 228
5-9 Tahun 134 129 269
10 — 14 Tahun 150 144 294
15 —19 Tahun 123 110 233

20 — 24 Tahun 150 122 272
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25— 29 Tahun 125 124 249
30 — 34 Tahun 134 117 251
35 -39 Tahun 148 128 276
40 — 44 Tahun 140 133 273
45 — 49 Tahun 83 91 174
50 — 54 Tahun 99 101 200
55 —59 Tahun 93 81 179
60 Tahun 71 84 155
2 Total Penduduk 1579 1463 3042
3 Rumah Tangga
(KK) 808
Sumber : Data Desa Sumber Makmur Kecamatan Nlbung, 2019
2. Data Lembaga Masyarakat
Tabel 3.3
Data Lembaga Masyarakat
No Jumlah lembaga kemasyarakatan
1 LPM 1 Kelompok
2 PKK 1 Kelompok
3 Posyandu 1 Kelompok
4 Pengajian 9 Kelompok
5 Arisan 10 Kelompok
6 Koperasi 3 Kelompok
7 Kelompok Tani 16 Kelompok
8 Gapoktan 1 Kelompok
9 Karang Taruna 1 Kelompok

Sumber : Data Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung, 2019.



D. Struktur Organisasi

fmmmmm e ] KEPALA DESA
BADAN SEKRETARIS
PEMERINTAH DESA DESA
PELKéiINAN KAUR
PERENCANAAN
KAUR
KASI
KESEJAHTERAAN KEUANGAN
KAUR UMUM
KASI
PEMERINTAHAN
KEPALA DUSUN 1
KEPALA DUSUN 2
KEPALA DUSUN 3
KEPALA DUSUN 4
KEPALA DUSUN 5
KEPALA DUSUN 6
KEPALA DUSUN 7
KEPALA DUSUN 8
Bagan 3.1

Struktur Organisasi Desa Sumber Makmur
Sumber : Profil Desa Sumber Makmur, 2019



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Subjek Penelitian
1. Profil responden
a) Profil pemilik lahan

Table 4.1
Data responden pemilik lahan

no Nama umur Alamat
1 Dusun purwo sari RT 1,
Ayu Shati 40 Desa Sumber Makmur
2 Dusun sumber sari RT 1,
Erwin Iswantoro 38 Desa Sumber Makmur
3 Dusun purwosari RT 1,
Evi Rahmawali 40 Desa Sumber Makmur
4 Dusun mekar sari RT 1,
Sunart 49 Desa Sumber Makmur
5 Dusun rejo sari RT 1,
Tumini 60

Desa Sumber Makmur

Sumber : Wawancara responden Desa Sumber Makmur, 2019

b) Profil pengarap lahan

Table 4.2
Data responden pengarap lahan
no Nama umur Alamat
1 Dusun sumber sari RT 1,
Asep 38
Desa Sumber Makmur
2 Dusun purwosari RT 1,
Dalimin 43

39



Desa Sumber Makmur

Siswanto

40

Dusun rejo sari RT 15,

Desa Sumber Makmur

Suroto

48

Dusun mekar sari RT 1,
Desa Sumber Makmur

Slamet

60

Dusun sumber sari RT 1,

Desa Sumber Makmur

Sumber : Wawancara responden desa Sumber Makmur, 2019

B. Hasil Penelitian

40

Untuk mengetahui praktek akad muzara’ah kelapa sawit pada

masyarakat Desa Sumber Makmur telah dilakukan Wawancara terhadap 5

orang penggarap dan 5 orang pemilik lahan kelapa sawit sebagai narasumber,

yang berhasil diwawancarai secara intensif.

Data yang terungkap melalui wawancara, dilengkapi dengan data

hasil observasi berupa wawancara, dokumentasi, yang dilakukan pada bulan

Januari. Untuk memperkuat substansi data hasil wawancara dan observasi,

maka dilakukanlah penelusuran terhadap dokumen dan arsip yang ada. Semua

data hasil penelitian ini diuraikan berdasarkan fokus pertanyaan penelitian

sebagai berikut:

1. Sistem Pembagian Hasil

yang Diterapkan dalam Melakukan

Kerjasama Muzara’ah Pada Lahan Kelapa Sawit

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan kelapa sawit, Ibu

Sunarti, ia mengatakan bahwa:

“Pembagian hasil dalam pengarapan ini dalam bentuk lahan, dengan
demikian apabila bagi hasilnya dalam bentuk lahan maka pengarap harus
merawat lahan harus serius, kemudian jika berhasil maka sebagian lahan

tersebut menjadi hak untuk si pengelola sesuai dengan kesepakatan di awal.
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Kalau saya mengerjakan sawit pembagiannya yaitu lahan kelapa sawit ada
3000 m2 maka 1000 m2 untuk pengelola dan 2000 m2 untuk pemilik lahan,

begitu dalam perjanjian nya”.?

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Erwin Iswantoro, ia
mengatakan bahwa:

“Pembagian hasil dalam penggarapan ini dalam bentuk lahan,
pembagiannya yaitu lahan kelapa sawit ada 4000 m2 maka 1500 m2 untuk
pengelola dan 2500 m2 untuk pemilik lahan, begitu dalam perjanjian nya”.?

Kemudian juga diungkapkan oleh Ibu Tumini, ia mengatakan bahwa:

“Pembagian hasil dalam penggarapan ini dalam bentuk lahan,
pembagiannya yaitu lahan kelapa sawit ada 1500 m2 maka 500 m2 untuk
pengelola dan 1000 m2 untuk pemilik lahan, begitu dalam perjanjian nya”.’

Sependapat dengan yang dikatakan oleh ibu Tumini, lIbu Ayu Shati
mengatakan bahwa:

“Pembagian hasil dalam penggarapan ini dalam bentuk lahan,
pembagiannya yaitu lahan kelapa sawit ada 5000 m2 maka 2000 m2 untuk
pengelola dan 3000 m2 untuk pemilik lahan, begitu dalam perjanjian nya”.*

Kemudian wawancara dengan Ibu Evi Rohmawati, ia mengatakan
bahwa:

. “Kalau lahannya luas ya saya minta pembagiannya sesuai dengan
permintaan, contoh seperti lahan yang luas nya 3000 m2 dari ukuran segitu
kami membagikannya 2000 m2 untuk pemilik lahan dan saya mendapat
bagian 1000 m2”.°

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan kelapa sawit,
diketahui bahwa sistem pembagian hasil yang diterapkan dalam melakukan
kerjasama muzara’ah pada lahan kelapa sawit adalah dengan paroan atau

dibagi dua dalam bentuk lahan sesuai dengan luas lahan yang digarap.

Wawancara dengan lbu Sunarti, pada tanggal 07 Januari 2020.
2\Wawancara dengan Bapak Erwin Iswantoro, pada tanggal 07 Januari 2020.
SWawancara dengan Ibu Tumini, pada tanggal 07 Januari 2020.
“Wawancara dengan lbu Ayu Shati, pada tanggal 08 Januari 2020.
SWawancara dengan Ibu Evi Rohmawati, pada tanggal 08 Januari 2020.
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Hasil wawancara dengan penggarap lahan kelapa sawit, Bapak
Siswanto, ia mengatakan bahwa:

“Ya tergantung dengan luas lahannya mas. Kalau lahannya luas ya
saya minta pembagiannya sesuai dengan permintaan, contoh seperti lahan
yang luas nya 3000 m2 dari ukuran segitu kami membagikannya 2000 m2
untuk pemilik lahan dan saya mendapat bagian 1000 m2”.°

Kemudian wawancara dengan Bapak Suroto, ia mengatakan bahwa:

“Ya sesuai dengan lahan yang akan digarap, contoh seperti lahan yang
luas nya 1500 m2, kemudian dari ukuran itu pemilik lahan mempunyai 1000
m2 sedangkan yang 500 m2 di berikan kepada saya sebagai upah ucapan

terima kasih dalam penggarapan lahannya™.’

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Asep, ia mengatakan bahwa:

“Ya sesuai dengan lahan yang akan digarap, contoh seperti lahan yang
luas nya 5000 m2, kemudian dari ukuran itu pemilik lahan mempunyai 3000
m2 sedangkan yang 2000 m2 di berikan kepada saya sebagai upah ucapan

terima kasih dalam penggarapan lahannya” 8

Diungkapkan juga oleh Bapak Slamet yang mengatakan bahwa:

“Ya sesuai dengan lahan yang akan di garap, contoh seperti lahan
yang luas nya 3000 m2, kemudian dari ukuran itu pemilik lahan mempunyai

2000 m2 sedangkan yang 1000 m2 diberikan kepada saya sebagai upah

ucapan terima kasih dalam penggarapan lahannya”.’

Pendapat tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Dalimin, yang
mengatakan bahwa:

“Ya sesuai dengan luas lahan yang akan digarap, contoh luas lahan
4000 m2 maka saya mendapat bagian 1500 m2 sedangkan pemilik lahan
mendapatkan kembali lahannya yaitu 2500 m2”.1

Berdasarkan hasil wawancara dengan penggarap lahan kelapa sawit,

diketahui bahwa sistem pembagian hasil yang diterapkan dalam melakukan

f\Wawancara dengan Bapak Siswanto, pada tanggal 08 Januari 2020.
"Wawancara dengan Bapak Suroto, pada tanggal 08 Januari 2020.
8awancara dengan Bapak Asep, pada tanggal 09 Januari 2020.
®Wawancara dengan Bapak Slamet, pada tanggal 09 Januari 2020.
Owawancara dengan Bapak Dalimin, pada tanggal 09 Januari 2020.
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kerjasama muzara’ah pada lahan kelapa sawit adalah sesuai dengan lahan
yang digarap dengan sistem paroan atau dibagi dua.

. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Lahan Kelapa Sawit
Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan kelapa sawit, Ibu

Sunarti, ia mengatakan bahwa:

“Bentuk perjanjian yang saya gunakan berbentuk lisan, tidak tertulis
apalagi pakai materai, karena yang mengelola lahan itu tetangga saya. Agak
sungkan kalau harus menggunakan sistem seperti itu, nanti disangka tidak
percaya sama pengelola” !t

Kemudian wawancara dengan lbu Evi Rohmawati, ia mengatakan
bahwa:

“Bentuk perjanjian lisan, tidak tertulis dan tidak pakai materai, karena
sama-sama saling percaya”.'?

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Erwin Iswantoro, ia
mengatakan bahwa:

“Bentuk perjanjian yang saya pakai lisan, tidak tertulis apalagi pakai
materai”. ™

Kemudian juga diungkapkan oleh Ibu Tumini, ia mengatakan bahwa:

“Bentuk perjanjian lisan, tidak tertulis”. 4

Hasil wawancara dengan Ibu Ayu Shati, ia mengatakan bahwa:

“Bentuk perjanjian lisan”.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan kelapa sawit,
diketahui bahwa bentuk perjanjian bagi hasil lahan kelapa sawit adalah

perjanjian dilakukan secara lisan tanpa ada tanda tangan di atas materai.

Hwawancara dengan lbu Sunarti, pada tanggal 07 Januari 2020.
2\Wawancara dengan lbu Evi Rohmawati, pada tanggal 08 Januari 2020.
Bwawancara dengan Bapak Erwin Iswantoro, pada tanggal 07 Januari 2020.
4 Wawancara dengan lbu Tumini, pada tanggal 07 Januari 2020.
BWawancara dengan lbu Ayu Shati, pada tanggal 08 Januari 2020.
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Hasil wawancara dengan penggarap lahan kelapa sawit, Bapak
Siswanto, ia mengatakan bahwa:

“Perjanjian yang digunakan ya secara lisan mas, modal kepercayaan.
Kalau pemilik lahan menyerahkan lahannya pada saya berarti sudah percaya
seperti itu”.1

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Asep, ia mengatakan bahwa:

“Bentuk perjanjian yang digunakan pada bagi hasil lahan kelapa sawit
ini yaitu secara lisan. Saling percaya satu sama lain.”.t’

Kemudian wawancara dengan Bapak Suroto, ia mengatakan bahwa:

“Perjanjian yang digunakan secara lisan. Dengan tujuan saling
percaya. Untuk mempererat tali persaudaraan antar umat”.'8

Diungkapkan juga oleh Bapak Slamet yang mengatakan bahwa:

“Bentuk perjanjian bagi hasil lahan kelapa sawit ini secara lisan.

Tanpa surat menyurat”.®

Pendapat tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Dalimin, yang
mengatakan bahwa:

“Bentuk perjanjiannya secara lisan. Tanpa surat menyurat suka sama
suka”.2

Berdasarkan hasil wawancara dengan penggarap lahan kelapa sawit,
diketahui bahwa bentuk perjanjian bagi hasil lahan kelapa sawit adalah

perjanjian dilakukan secara lisan tanpa ada tanda tangan di atas materai.

. Lamanya Melakukan Kerjasama Muzara’ah Pada Lahan Kelapa Sawit
Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan kelapa sawit, 1bu
Sunarti, ia mengatakan bahwa:

“Saya sudah menggunakan akad ini 15 tahun”.?!

Bwawancara dengan Bapak Siswanto, pada tanggal 08 Januari 2020.
"Wwawancara dengan Bapak Asep, pada tanggal 09 Januari 2020.
Bwawancara dengan Bapak Suroto, pada tanggal 08 Januari 2020.
Wawancara dengan Bapak Slamet, pada tanggal 09 Januari 2020.
2\Wawancara dengan Bapak Dalimin, pada tanggal 09 Januari 2020.
ZlWawancara dengan lbu Sunarti, pada tanggal 07 Januari 2020.
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Kemudian juga diungkapkan oleh Ibu Tumini, ia mengatakan bahwa:
“Saya sudah menggunakan akad ini 9 tahun”.??

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Erwin Iswantoro, ia
mengatakan bahwa:

“Saya sudah menggunakan akad ini 8 tahun”.?®
Wawancara dengan Ibu Ayu Shati, ia mengatakan bahwa:
“Saya sudah menggunakan akad ini 9 tahun”.?*

Kemudian wawancara dengan lbu Evi Rohmawati, ia mengatakan
bahwa:
“Saya sudah menggunakan akad ini 10 tahun”.?®

Hasil wawancara dengan penggarap lahan kelapa sawit, Bapak
Siswanto, ia mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah sudah lama mas, sekitaran 6 tahunan.”.2

Kemudian wawancara dengan Bapak Suroto, ia mengatakan bahwa:

“Sudah lama mas, sekitaran 8 tahunan”.?’

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Asep, ia mengatakan bahwa:

“Sudah lama mas, sekitaran 9 tahunan.”.?

Pendapat tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Dalimin, yang
mengatakan bahwa:

“Sudah lama mas, sekitaran 8 tahunan”.?®
Diungkapkan juga oleh Bapak Slamet yang mengatakan bahwa:

“Sudah lama mas, sekitaran 8 tahunan.”.°

2\\Wawancara dengan lbu Tumini, pada tanggal 07 Januari 2020.
Z\Wawancara dengan Bapak Erwin Iswantoro, pada tanggal 07 Januari 2020.
2\Wawancara dengan lbu Ayu Shati, pada tanggal 08 Januari 2020.
\Wawancara dengan lbu Evi Rohmawati, pada tanggal 08 Januari 2020.
Z\Wawancara dengan Bapak Siswanto, pada tanggal 08 Januari 2020.
Z'\Wawancara dengan Bapak Suroto, pada tanggal 08 Januari 2020.
Z\Wawancara dengan Bapak Asep, pada tanggal 09 Januari 2020.
Z\Wawancara dengan Bapak Dalimin, pada tanggal 09 Januari 2020.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik dan penggarap lahan
kelapa sawit, diketahui bahwa lamanya melakukan kerjasama muzara’ah
pada lahan kelapa sawit adalah rata-rata sudah melakukan akad muzara’ah
ini lebih dari 5 tahun.

4. Jangka Waktu Yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Lahan
Sawit dan Yang Mengeluarkan Biaya Dalam Pelaksanaan Bagi Hasil
Lahan Kelapa Sawit

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan kelapa sawit, Ibu
Sunarti, ia mengatakan bahwa:

“Jangka waktu penggarapan tidak ditentukan atau tidak dibatasi,
maka perjanjian tersebut dapat diakhiri kapan saja. Maksudnya kalau dari
pemilik lahan menginginkan mengakhiri akadnya atau ingin mengambil
kembali lahannya maka itu bisa dilakukan, dan juga sebaliknya jika
pengelola ingin mengakhiri bisa di lakukan”.!

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Erwin Iswantoro, ia

mengatakan bahwa:

“Jangka waktu penggarapan tidak ditentukan atau tidak dibatasi,
maka perjanjian tersebut dapat diakhiri kapan saja. Maksudnya kalau dari
pemilik lahan menginginkan mengakhiri akadnya atau ingin mengambil
kembali lahannya maka itu bisa dilakukan, dan juga sebaliknya jika
pengelola ingin mengakhiri bisa di lakukan”.32

Kemudian juga diungkapkan oleh Ibu Tumini, ia mengatakan bahwa:

“Jangka waktu penggarapan tidak ditentukan atau, perjanjian berakhir
ketika lahan kelapa sawit sudah siap dipanen” 3

Sependapat dengan yang dikatakan oleh ibu Tumini, lbu Ayu Shati
mengatakan bahwa:

“Jangka waktu penggarapan tidak ditentukan atau tidak dibatasi,
maka perjanjian tersebut dapat diakhiri kapan saja. Maksudnya kalau dari
pemilik lahan menginginkan mengakhiri akadnya atau ingin mengambil

$Owawancara dengan Bapak Slamet, pada tanggal 09 Januari 2020.
$\Wawancara dengan Ibu Sunarti, pada tanggal 07 Januari 2020.
32\Wawancara dengan Bapak Erwin Iswantoro, pada tanggal 07 Januari 2020.
3Wawancara dengan lbu Tumini, pada tanggal 07 Januari 2020.
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kembali lahannya maka itu bisa dilakukan, dan juga sebaliknya jika
pengelola ingin mengakhiri bisa di lakukan”.3*

Kemudian wawancara dengan lbu Evi Rohmawati, ia mengatakan
bahwa:

“Jangka waktu nya tidak menentukan, intinya sampai lahan kelapa
sawit siap produksi”.*®

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan kelapa sawit,
diketahui bahwa jangka waktu yang digunakan dalam pelaksanaan bagi
hasil lahan sawit adalah tidak ada batasan waktu yang diberikan oleh
pemilik lahan kepada penggarap lahan kelapa sawit, kecuali pemilik lahan

ingin mengakhiri akadnya atau ingin mengambil kembali lahannya.

Hasil wawancara dengan penggarap lahan kelapa sawit, Bapak
Siswanto, ia mengatakan bahwa:

“Lahan dan bibit sudah di sediakan oleh pemilik lahan, saya hanya
bertanggung jawab dalam menjaga, menyirami”.>

Kemudian wawancara dengan Bapak Suroto, ia mengatakan bahwa:

“Dalam kerjasama ini, lahan dan bibit sudah di sediakan oleh pemilik
lahan, saya hanya menjaga dan menyirami karena pemilik lahan tidak
mempunyai waktu untuk menggarap itu semua”.*’

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Asep, ia mengatakan bahwa:

“Dalam kerjasama ini. Lahan dan bibit sudah di sediakan oleh pemilik
lahan, saya hanya menjaga dan menyirami karena pemilik lahan tidak
mempunyai waktu untuk menggarap itu semua”.*®

Diungkapkan juga oleh Bapak Slamet yang mengatakan bahwa:

$4Wawancara dengan lbu Ayu Shati, pada tanggal 08 Januari 2020.
$\wawancara dengan lbu Evi Rohmawati, pada tanggal 08 Januari 2020.
Wawancara dengan Bapak Siswanto, pada tanggal 08 Januari 2020.
$"Wawancara dengan Bapak Suroto, pada tanggal 08 Januari 2020.
BWawancara dengan Bapak Asep, pada tanggal 09 Januari 2020.
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“Dalam kerjasama ini. Lahan dan bibit sudah di sediakan oleh pemilik

lahan, saya hanya menjaga dan menyirami karena pemilik lahan tidak

mempunyai waktu untuk mengarap itu semua.”.3®

Pendapat tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Dalimin, yang
mengatakan bahwa:

“Dalam kerjasama ini. Lahan dan bibit sudah di sediakan oleh pemilik
lahan, saya hanya menjaga dan menyirami karena pemilik lahan tidak
mempunyai waktu untuk mengarap itu semua”.*°

Berdasarkan hasil wawancara dengan penggarap lahan kelapa sawit,
diketahui bahwa yang mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan bagi hasil
lahan kelapa sawit adalah pemilik lahan, karena benih tanaman berasal dari
pemilik lahan dan hasil dari pertanian dibagi antara pemilik lahan dengan
pengarap sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

. Hak Dan Kewajiban Sebagai Pemilik dan Penggarap Lahan Kelapa
Sawit

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan kelapa sawit, Ibu
Sunarti, ia mengatakan bahwa:

“Karena saya sudah menyediakan lahan dan memberikan biaya tanam
ya saya harus mendapatkan bagian hasilnya, kewajiban saya memberikan
biaya benih kelapa sawit, pemupukan, pengobatan”.4*

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Erwin Iswantoro, ia
mengatakan bahwa:

“Saya harus mendapatkan bagian hasilnya, kewajiban saya
memberikan biaya benih kelapa sawit, pemupukan”.4?

Kemudian juga diungkapkan oleh Ibu Tumini, ia mengatakan bahwa:

“Saya harus mendapatkan bagian hasilnya, kewajiban saya
memberikan biaya benih kelapa sawit, pemupukan”.*3

$\Wawancara dengan Bapak Slamet, pada tanggal 09 Januari 2020.
40wawancara dengan Bapak Dalimin, pada tanggal 09 Januari 2020.
4lWawancara dengan lbu Sunarti, pada tanggal 07 Januari 2020.
42\Wawancara dengan Bapak Erwin Iswantoro, pada tanggal 07 Januari 2020.
“Wawancara dengan Ibu Tumini, pada tanggal 07 Januari 2020.
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Sependapat dengan yang dikatakan oleh ibu Tumini, Ibu Ayu Shati
mengatakan bahwa:

“Karena saya sudah menyediakan lahan dan memberikan biaya tanam
ya saya harus mendapatkan bagian hasilnya, kewajiban saya memberikan
biaya benih kelapa sawit, pemupukan, pengobatan” 44

Kemudian wawancara dengan Ibu Evi Rohmawati, ia mengatakan
bahwa:

“Hak saya menerima hasil, kewajiban saya menyediakan lahan dan
memberikan biaya tanam dan memberikan biaya benih kelapa sawit,
pemupukan dan pengobatan”.#®

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan kelapa sawit,
diketahui bahwa hak dan kewajiban sebagai pemilik lahan kelapa sawit
adalah menerima hasil dari lahan kelapa sawit, dan kewajiban saya
memberikan benih kepada si penggarap lahan.

Hasil wawancara dengan penggarap lahan kelapa sawit, Bapak
Siswanto, ia mengatakan bahwa:

“Hak saya memperoleh lahan sesuai dengan perjanjian, kewajiban
saya hanya merawat lahan semampu saya sesuai di kesepakatan (merawat,
menyirami,dan menjaga)”.*®

Kemudian wawancara dengan Bapak Suroto, ia mengatakan bahwa:

“Hak saya memperoleh lahan yang sesuai dengan kesepakatan di
awal, kewajiban saya hanya merawat lahan semampu saya sesuai di
kesepakatan (merawat, menyirami,dan menjaga)”.*’

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Asep, ia mengatakan bahwa:

“Hak saya memperoleh lahan yang sesuai dengan kesepakatan di
awal, kewajiban saya hanya merawat lahan.”.*

Diungkapkan juga oleh Bapak Slamet yang mengatakan bahwa:

“Wawancara dengan lbu Ayu Shati, pada tanggal 08 Januari 2020.
“Wawancara dengan Ibu Evi Rohmawati, pada tanggal 08 Januari 2020.
“\Wawancara dengan Bapak Siswanto, pada tanggal 08 Januari 2020.
4"\WWawancara dengan Bapak Suroto, pada tanggal 08 Januari 2020.
“Wawancara dengan Bapak Asep, pada tanggal 09 Januari 2020.
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“Hak saya memperoleh lahan sesuai dengan kesepakatan di awal,

kewajiban saya hanya merawat lahan semampu saya sesuai di kesepakatan

(merawat, menyirami,dan menjaga)”.*°

Pendapat tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Dalimin, yang
mengatakan bahwa:

“Hak saya memperoleh lahan sesuai dengan kesepakatan di awal,
kewajiban saya hanya merawat lahan semampu saya sesuai di kesepakatan
(merawat, menyirami,dan menjaga)”.>°

Berdasarkan hasil wawancara dengan penggarap lahan kelapa sawit,
diketahui bahwa hak dan kewajiban sebagai penggarap lahan kelapa sawit
adalah menerima sebagian hasil dari lahan yang digarap, dan kewajiban
saya merawat lahan yang digarap.

. Jika Salah Satu Pihak Mengalami Musibah Atau Meninggal Dunia
Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan kelapa sawit, Ibu
Sunarti, ia mengatakan bahwa:

“Jika salah satu mengalami musibah maka bisa digantikan oleh sanak
saudara, jika tidak ada yang menggantikan maka otomatis perjanjian ini di
berhentikan/ dibatalkan”.>!

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Erwin Iswantoro, ia

mengatakan bahwa:

“Jika mengalami musibah bisa digantikan oleh sanak saudara, jika
tidak ada yang menggantikan maka perjanjian ini dibatalkan”.>

Kemudian juga diungkapkan oleh Ibu Tumini, ia mengatakan bahwa:

“Jika mengalami musibah bisa digantikan oleh saudara, jika tidak
ada perjanjian ini di berhentikan/ dibatalkan”.>

Sependapat dengan yang dikatakan oleh ibu Tumini, Ibu Ayu Shati

mengatakan bahwa:

“Wawancara dengan Bapak Slamet, pada tanggal 09 Januari 2020.
SOwawancara dengan Bapak Dalimin, pada tanggal 09 Januari 2020.
SWawancara dengan Ibu Sunarti, pada tanggal 07 Januari 2020.
S2Wawancara dengan Bapak Erwin Iswantoro, pada tanggal 07 Januari 2020.
S3Wawancara dengan lbu Tumini, pada tanggal 07 Januari 2020.



51

“Jika salah satu mengalami musibah maka bisa digantikan oleh sanak
saudara, jika tidak ada yang menggantikan maka otomatis perjanjian ini di
berhentikan/ dibatalkan”.>*

Kemudian wawancara dengan Ibu Evi Rohmawati, ia mengatakan
bahwa:

“Bisa digantikan oleh saudara, jika tidak ada maka otomatis perjanjian
ini di berhentikan/dibatalkan”.>®

Hasil wawancara dengan penggarap lahan kelapa sawit, Bapak
Siswanto, ia mengatakan bahwa:

“Jika mengalami musibah dan tidak bisa melaksanakan kewajiban
maka akan mencari pengganti, atau bisa juga dibatalkan karena tidak bisa
melanjutkan kerjasama tersebut”.%

Kemudian wawancara dengan Bapak Suroto, ia mengatakan bahwa:

“Jika nanti saya mengalami musibah dan tidak bisa melaksanakan
kewajiban saya maka saya akan mencari pengganti untuk sementara waktu
yang saya percaya untuk menggarap lahan tersebut, atau bisa juga
dibatalkan karena tidak bisa melanjutkan kerjasama tersebut”.>’

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Asep, ia mengatakan bahwa:

“Jika nanti saya mengalami musibah dan tidak bisa melaksanakan
kewajiban saya maka saya akan mencari pengganti untuk sementara waktu
yang saya percaya untuk menggarap lahan tersebut, atau bisa juga
dibatalkan karena tidak bisa melanjutkan kerjasama tersebut”.%®

Diungkapkan juga oleh Bapak Slamet yang mengatakan bahwa:
“Jika nanti mengalami musibah dan tidak bisa menggarap lahan maka
saya akan mencari pengganti, atau bisa juga dibatalkan karena tidak bisa

melanjutkan kerjasama tersebut”.%°

Pendapat tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Dalimin, yang

mengatakan bahwa:

S4\Wawancara dengan lbu Ayu Shati, pada tanggal 08 Januari 2020.
SS\Wawancara dengan lbu Evi Rohmawati, pada tanggal 08 Januari 2020.
S6\Wawancara dengan Bapak Siswanto, pada tanggal 08 Januari 2020.
S"Wawancara dengan Bapak Suroto, pada tanggal 08 Januari 2020.
S8\Wawancara dengan Bapak Asep, pada tanggal 09 Januari 2020.
SWawancara dengan Bapak Slamet, pada tanggal 09 Januari 2020.
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“Jika nanti mengalami musibah dan tidak bisa menggarap lahan maka
saya akan mencari penganti, atau bisa juga dibatalkan karena tidak bisa
melanjutkan kerjasama tersebut”.%°

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik dan penggarap lahan
kelapa sawit, diketahui bahwa jika salah satu pihak mengalami musibah atau
meninggal dunia adalah wali atau ahli waris menggantikan posisinya. Hal
ini sesuai dengan akad muzara’ah berakhir karena beberapa hal,
diantaranya: (1) Jika pekerja melarikan diri dalam kasus ini pemilik tanah
boleh membatalkan transaksi tersebut berdasarkan pendapat yang
mengkategorikan sebagai transaksi boleh (tidak mengikat), (2) Apa bila
salah seorang wafat atau gila, berdasarkan pendapat yang mengkategorikan
sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang
menggantikan posisinya.®!

7. Kerjasama Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan kelapa sawit, 1bu

Sunarti, ia mengatakan bahwa:

“Ya menurut saya sudah sesuai dengan aturan Islam, karena benih
tanaman berasal dari pemilik lahan dan hasil dari pertanian dibagi antara
pemilik lahan dengan pengarap sesuai dengan perjanjian yang disepakati”.®2

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Erwin Iswantoro, ia
mengatakan bahwa:

“Ya sudah sesuai dengan syariat Islam, karena hasil pertanian dibagi
antara pemilik lahan dengan pengarap sesuai nisbah yang disepakati”.®

Kemudian juga diungkapkan oleh Ibu Tumini, ia mengatakan bahwa:

Swawancara dengan Bapak Dalimin, pada tanggal 09 Januari 2020.

61Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, Ensiklopedi Figih Muamalah Dalam
Pandangan Empat Mazhab, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), h. 310.

82\Wawancara dengan lbu Sunarti, pada tanggal 07 Januari 2020.

83Wawancara dengan Bapak Erwin Iswantoro, pada tanggal 07 Januari 2020.
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“Ya menurut saya sudah sesuai anjuran Rosulullah” %4
Diungkapkan juga oleh Ibu Ayu Shati, ia mengatakan bahwa:

“Ya menurut saya sudah sesuai dengan aturan Islam”.%°

Kemudian wawancara dengan lbu Evi Rohmawati, ia mengatakan
bahwa:

“Sudah sesuai dengan aturan ajaran Islam”.%

Hasil wawancara dengan penggarap lahan kelapa sawit, Bapak
Siswanto, ia mengatakan bahwa:

“Ya sudah sesuai, karena dalam kerjasama ini dapat mendongkrak
perekonomian Desa Sumber Makmur.”.’

Kemudian wawancara dengan Bapak Suroto, ia mengatakan bahwa:

“Menurut saya sudah sesuai, karena dalam kerjasama ini saling
membantu perekonomian masayarakat Desa Sumber Makmur” .68

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Asep, ia mengatakan bahwa:

“Menurut saya sudah sesuai.”.®®
Diungkapkan juga oleh Bapak Slamet yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya sudah sesuai, karena dalam Kkerjasama ini saling
membantu perekonomian masayarakat Desa Sumber Makmur”.”

Pendapat tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Dalimin, yang
mengatakan bahwa:

“Menurut saya sudah sesuai, karena dalam kerjasama ini saling
membantu perekonomian masayarakat Desa Sumber Makmur”.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik dan penggarap lahan

kelapa sawit, diketahui bahwa kerjasama yang dilakukan oleh pemilik dan

84\Wawancara dengan lbu Tumini, pada tanggal 07 Januari 2020.
®5\Wawancara dengan lbu Ayu Shati, pada tanggal 08 Januari 2020.
6\Wawancara dengan lbu Evi Rohmawati, pada tanggal 08 Januari 2020.
S"Wawancara dengan Bapak Siswanto, pada tanggal 08 Januari 2020.
®8\Wawancara dengan Bapak Suroto, pada tanggal 08 Januari 2020.
®\Wawancara dengan Bapak Asep, pada tanggal 09 Januari 2020.
“Wawancara dengan Bapak Slamet, pada tanggal 09 Januari 2020.
"Wawancara dengan Bapak Dalimin, pada tanggal 09 Januari 2020.
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penggarap lahan kelapa sawit di Desa Sumber Makmur ini sudah sesuai
dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), karena benih yang
digunakan berasal dari pemilik lahan dan pembagian hasilnya sesuai dengan
perjanjian atau kesepakatan yang telah ditentukan oleh pemilik dan
penggarap lahan kelapa sawit tersebut. Menurut Fatwa Dewan Syariah
Nasional no:91/DSN-MUI/IV/2014, Akad muzara’ah adalah kerjasama
usaha pertanian antara pemilik lahan dan pengelola (pengarap), dimana
benih tanaman berasal dari pemilik lahan; hasil pertanian dibagi antara
pemilik lahan dengan pengarap sesuai nisbah yang disepakati .

8. Kriteria Khusus Mengenai Petani

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan kelapa sawit, Ibu
Sunarti, ia mengatakan bahwa:

“Kriteria yang saya cari yaitu rajin dalam bertani, dan mencari yang
sudah biasa melakukan pengolahan lahan kelapa sawit”.”®

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Erwin Iswantoro, ia
mengatakan bahwa:

“Kriteria penggarap yang saya cari yang pastinya rajin tidak banyak
tuntutan.”.”

Kemudian juga diungkapkan oleh Ibu Tumini, ia mengatakan bahwa:

“Kriteria yang saya cari yaitu mencari yang sudah biasa melakukan
pengolahan lahan kelapa sawit dan yang paling penting rajin dalam
bertani”.”

Sependapat dengan yang dikatakan oleh ibu Tumini, Ibu Ayu Shati

mengatakan bahwa:

2Dewan syariah nasional, Dikutip https://dsnmui.or.id Di akses pada hari rabu 12 oktober
2019 pukul 16.00 WIB

SWawancara dengan lbu Sunarti, pada tanggal 07 Januari 2020.

"Wawancara dengan Bapak Erwin Iswantoro, pada tanggal 07 Januari 2020.

Wawancara dengan lbu Tumini, pada tanggal 07 Januari 2020.


https://dsnmui.or.id/
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“Kriteria yang saya cari yaitu rajin dalam bertani, dan mencari yang
sudah biasa melakukan pengolahan lahan kelapa sawit”.”®

Kemudian wawancara dengan lbu Evi Rohmawati, ia mengatakan
bahwa:

“Yang saya cari yaitu rajin dalam bertani, dan mencari yang sudah
biasa melakukan pengolahan lahan kelapa sawit”.”’

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan kelapa sawit,
diketahui bahwa kriteria khusus mengenai petani atau penggarap lahan
kelapa sawit adalah yang sudah biasa melakukan pengolahan lahan kelapa
sawit dan yang paling penting rajin dalam bertani serta memiliki tanggung
jawab terhadap lahan kelapa sawit yang digarapnya.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Praktek Bagi Hasil Akad Muzara’ah Di Desa Sumber Makmur

Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara
Praktek bagi hasil kedua belah pihak yakni pemilik lahan dan
petani pengarap yang didalamnya terdapat perjanjian bagi hasil secara adil
seperti yang dilakukan bapak Erwin dan dalimin, awal mula terjadinya
praktek akad muzara’ah tersebut bermula pada saat bapak erwin berdiskusi
bersama bapak dalimin tentang praktek akad muzaraah dalam pengarapan
lahan kosong untuk dijadikan kebun sawit dengan syarat bersunguh-
sunguh, dalam praktek ini perjanjian tidak dilakukan secara tertulis
melainkan secara lisan yaitu bapak Erwin mengucapkan saya memiliki

lahan sekitar 4000m2 dan 130 bibit/ ha jadi total bibit semua nya 530 bibit

"SWawancara dengan lbu Ayu Shati, pada tanggal 08 Januari 2020.
""Wawancara dengan lbu Evi Rohmawati, pada tanggal 08 Januari 2020.



56

kemudian pupuk berjumlah 180kg di awal berasal dari saya bersediakah
bapak dalimin untuk mengarap lahan saya? Kemudian bapak dalimin
menerima ajakan bapak erwin tersebut kemudian bapak erwin menjelaskan
tentang apa saja yang harus dilakukan bapak dalimin, tahap awal bapak
dalimin hanya menyirami saja pupuk pertama dari bapak Erwin setelah itu
maka di amanahkan kepada bapak dalimin untuk mengelola lahan tersebut
sesuai perjanjian. Kemudian tibalah saat pembagian lahan sawit yang
sudah digarap lahan sawit berjumlah 4000 m2 maka dari total tesebut
bapak dallimin berhak menerima 1500 m2 dari lahan awal, kemudian
bapak Erwin mendapat kan lahan nya kembali berjumlah 2500 m2 begitu
juga setelah pembagian lahan maka berakhir juga prektek akad muzara’ah
antara bapak erwin dan bapak dalimin.

Begitu juga yang di alami dengan ibu ayu shati, ibu ayu merasa
kesulitan dalam hal pengarapan lahan Karena disibukkan dengan kegiatan
sehari hari sebagai guru, kemudian bertemulah dengan bapak asep yang
bersedia untuk mengelolah lahan kosong tersebut, kemudian terjadilah
perjanjian antara ibu ayu dan asep dengan sistem perjanjian lisan tanpa
surat menyurat, isi perjanjian tersebut yaitu ibu ayu mempunyai lahan
5000 m2 dan bibit 100 bibit /ha jadi total 500 bibit dalam perjanjian bapak
asep harus merawat dan menyirami bibit sawit hinga menghsilkan
buah/panen, proses pemupukan awal pupuk berasal dari ibu ayu berjumlah
200kg pupuk, kemudian bulan selanjutnya pupuk berasal dari pengarap,

kemudian waktu berlalalu tibalah waktu pembagian lahan sesuai dengan
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perjanjian. bapak Asep memperoleh lahan sawit sebanyak 2000 m2 dan
ibu ayu memperoleh kembali lahan sawit yang awal mulanya 5000 m2
menjadi 3000 m2 kemudian berakhirlah praktek antara ibu ayu dan bapak
Asep.

Senada dengan ibu evi rahmawati yang berporfesi sebagai guru
sekolah dasar yang keseharianya mengajar dan tidak memilik waktu luang
untuk mengelola lahan kosong, kemudian beberapa hari kemudian ibu evi
rahmawati mencari sesorang untuk mengelola lahan tersebut dan akhirnya
bertemu lah dengan bapak siswanto yang bersedia untuk mengarap lahan
kosong nya ibu evi untuk dijadikan lahan sawit. Kemudian terjadilah suatu
perjanjian yang isi dalam perjanjian tersebut yaitu tentang sistem
pengelolahan sawit yang kosong dengan perjanjian jika lahan sudah panen
maka pengelola baru mendapatkan upah pengarapan, upah yang dimaksud
dalam perjanjian tersebut yaitu dengan sistem bagi lahan, bagi lahan disini
missal lahan ibu evi seluas 3000 m2 maka pengelola berhak menerima
upah dari lahan itu seluas 1000 m2 dan pemilik mendapatkan lahannya
kembali yang sudah berisi sawit 2000 m2, dalam proses praktek nya bibit
dan pupuk berasal dari pemilik lahan, pupuk awal sebanyak 180kg dan
bibit sebanyak 390 bibit, kemudian proses praktek pelakasanaan tersebut
berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun seperti yang diinginkan,
tibalah saat pembagian lahan yang sudah di sepakati diawal, dan

berakhirlah akad muzara’ah antara ibu evi dan bapak siswanto.
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Senada juga dengan ibu sunarti yang sibuk dalam mengurus
dagangan sehingga tidak memiliki waktu dalam mengurus lahan yang
sudah bertahun-tahun tidak digarap, kemudian ibu sunarti berinsiatif
meniru sistem praktek pengarapan lahan yang dilakukan bapak Erwin dan
bapak dalimin, keesokan harinya bertemulah ibu sunarti dengan bapak
slamet dan ibu sunarti mulai mengajak bapak slamet untuk mengarap
lahan kosong yang dimiliki ibu sunarti dengan perjanjian jika lahan
berhasil panen maka bapak slamet behak mendapatkan upah, upah dalam
praktek ini yaitu upah dalam bentuk lahan semisal lahan ibu sunarti 3000
m2 maka pengelola memperoleh 1000 m2 dari lahan ibu sunarti seluas
3000 m2 tersebut dengan syarat pupuk berasal dari pengelola, kemudian
bapak slamet menerima kesepakatan tersebut dengan senang hati,
kemudian berjalannya waktu tibalah waktu pembagian lahan, pembagian
lahan sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Dengan berakhirnya
pembagaian lahan maka berakhir juga praktek akad muzara’ah antara ibu
sunarti dan bapak slamet.

Begitu juga dengan ibu tumini dan bapak suroto sistem
perjanjian nya yaitu dengan lisan tanpa ada surat menyurat, dalam
perjanjian tersebut yaitu lahan dan bibit bersumber dari pemilik lahan
selebihnya dari pengelola. Dalam pembagian lahan nya yaitu sesuai
dengan luas lahan yang akan dikelola, lahan yang dimiliki ibu tumini
seluas 1500 m2 maka bapak suroto berhak atas lahan tersebut seluas 500

m2 dan ibu tumini 1000 m2 sesuai dengan kesepakatan di awal akad.
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Kemudian tibalah saat pembagian lahan, setalah pembagaian lahan selesai
maka selesai juga akad keduanya.

Praktek bagi hasil antara kedua belah pihak yakni pemilik
kebun dan petani penggarap yang di dalamnya terdapat perjanjian bagi
hasil secara adil menurut kesepakatan bersama antara petani penggarap
dan pemilik kebun atau lahan.

Apabila seorang pemilik lahan bekerja sama dengan orang lain
atau bekerja sama dengan seorang mitra usaha pekerja yakni petani
penggarap, maka hendaknyalah didahului perjanjian yang dengan
perjanjian itu keduanya dapat terhindar dari perselisinan. Hal ini sangat
penting dilakukan oleh pihak pengelola lahan dan pemilik lahan demi
menghindari dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi. Pada
dasarnya, petani penggarap dalam mengelola lahan orang lain disebabkan
dua hal, yakni pertama memiliki lahan tetapi belum mencukupi kebutuhan
hidup keluarganya dan kedua adalah karena memang tidak memiliki lahan
dan tidak memiliki lapangan pekerjaan lain (keterampilan) selain bertani.
Oleh karenanya, mereka inilah mengadakan negosiasi dengan tetangganya
yang memiliki kelebihan lahan atau mereka yang memiliki lahan tetapi
tidak terolah, lalu kemudian diolahnya dengan sistem bagi hasil.

Manfaat yang diperoleh petani penggarap diperoleh dari
pembagian hasil garapan yang dapat membantu memberikan keuntungan
ekonomi demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan bagi pemilik

lahan mendapat keuntungan ganda dari produksi lahannya, yakni di
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samping memberikan penghasilan tambahan, juga melakukan amal shaleh
secara tidak langsung dengan cara menolong petani penggarap untuk
menutupi kebutuhan dan keperluan hidupnya.

Proses pengolahan lahan pertanian dengan cara mempekerjakan
orang lain pada dasarnya bermula pada zaman Nabi hingga zaman
Khilafah Rasyidin proses penyewaan lahan pertanian ini hingga sekarang
masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat muslim. Sifat dan sistem
pengolahan lahan seperti yang pernah dipraktekkan oleh para sahabat di
zaman Rasulullah Saw. sudah barang tentu sejalan dengan prinsip dasar
Islam. Hal ini disebabkan karena hasil produksi lahan pertanian dibagi
berdasarkan kesepakatan pengelolah dan yang punya lahan tanpa
menimbulkan kerugian dan tidak hanya memberikan keuntungan sepihak.
Proses pembagian hasil pertanian sebagai hasil garapan yang dilakukan
oleh petani penggarap (bukan pemilik lahan) dilakukan dengan
beberapa jenis.

Adapun praktek bagi hasil akad muzara’ah di desa Sumber
Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu dengan
jumlah lahan 3000 m2 maka penggarap berhak mendapatkan 1000 m2 dari
luas lahan 3000 m2 tersebut, kemudian pemilik lahan mendapatkan
lahannya kembali seluas 2000 m2 dari luas lahan sebelumnya yaitu 3000
m2. Kesemua sistem pembagian hasil produksi di atas, telah disepakati

oleh semua pihak baik penggarap maupun pemilik lahan.
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Pemberian tanah berdasarkan persewaan dengan sistem bagi
hasil merupakan salah satu amal shaleh. Alternatif ini merupakan salah
satu pilihan yang dianggap tepat untuk secara tidak langsung membantu
orang lain dalam memenuhi kebutuhan keluarganya sekaligus
meningkatkan kesejahteraan hidup kedua belah pihak, daripada tanah
milik itu terbengkalai begitu saja. Dalam kerangka peningkatan atau
pembagian ekonomi secara merata antara masyarakat muslim diharapkan
tumbuhnya sistem gotong royong atau tolong menolong dan kerjasama
dalam berbagai hal yang positif termasuk sistem pertanian dengan sistem
bagi hasil. Proses kerjasama dalam pertanian ini salah satu diantaranya
adalah menyewakan lahan kepada orang (petani penggarap) dengan sistem
bagi hasil. Hal ini adalah lebih baik dari pada lahan tidak terolah atau tidak
menghasilkan sama sekali.

Pandangan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia
Tentang Bagi Hasil Di Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung
Kabupaten Musi Rawas Utara

Table 4.3

bagi hasil terhadap Pandangan Fatwa DSN-MUI

Bagi hasil Desa Sumber Akad muzara’ah menurut DSN-MUI
Makmur Kecamatan Nibung
1. rukun muzara’ah 1. rukun muzara’ah
a) Pemilik lahan a) Pemilik lahan
b) Petani pengarap b) Petani pengarap
c) Objek c) Objek
d) ljab dan Kabul secara d) ljab dan Kabul secara tertulis
lisan
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2. syarat-sayarat muzara’ah 2. syarat-syarat
a) Balig dan berakal a) Balig
b) Benih yang ditanam b) Benih jelas Dberasal dari
harus jelas berasal dari pemilik lahan
pemilik lahan
3. syarat-syarat yang berkaitan | 3. syarat lahan pertanian
dengan lahan pertanian a) lahan cocok untuk semua
a) lahan bisa diolah dan tanaman
cocok ditanami b) batas-batas harus jelas
b) batas-batas lahan harus
jelas
c) lahan sepenuhnya
diserahkan kepada
petani
4. syarat-syarat yang berkaitan | 4. syarat-syarat hasil panen
dengan hasil panen a) Pembagian jelas
a) pembagian hasil panen b) Hasil panen benar milik yang
harus jelas berakad
b) hasil panen benar-benar c) Pembagian hasil ditentukan
milik bersama orang diawal akad
yang ber akad.
c) Pembagian hasil
ditentukan pada awal
akad

Sumber : Data yang diolah dari hasil wawancara, 2020

Secara syar’iah praktek bagi hasil yang diterapkan oleh
masyarakat petani beserta para pemilik kebun atau lahan di desa Sumber
Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara sudah sesuai
dengan syari’at Islam. Di mana Islam mensyari’atkan dan membolehkan
untuk memberi keringanan kepada manusia, karena terkadang ada manusia
yang tidak mempunyai harta cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Sementara ada pula orang lain yang mempunyai harta banyak sehingga
sebagian dari hartanya itu tidak mampu diurusnya. Misalnya berupa kebun

atau lahan yang sudah tidak terurus. Dari pada tidak berproduksi akan
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lebih baik jika lahan tersebut diberikan kepada orang lain untuk
mengurusinya dengan jaminan perjanjian bagi hasil.
Hal ini sesuai dengan peran penting Majelis Ulama Indonesia
bagi masyarakat muslim Indonesia, yaitu:
a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam
Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan

bermasyarakat yang di ridhoi Allah SWT

b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan
dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat

c. Meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah
dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan

persatuan dan kesatuan bangsa

d. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah)
dalam penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna
mensukseskan pembangunan nasional

e. Meningkatkan hubungan dan Kkerjasama antar organisasi,
lembaga Islam dan cendikiawan muslimin dalam memberikan
bimbingan dan tuntunan kepda masyarakat khususnya umat
Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara

timbal balik.”®

78 Diana mutia habibaty, Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
terhadap Hukum Positif Indonesia, Dikutip dari http://ejurnal.peraturan.go.id Diakses pada hari
Selasa, tanggal 11 oktober 2019, Pukul 16.00 WIB.
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Sistem bagi hasil diterapkan secara koperasi, artinya bahwa
antara pemilik lahan atau kebun dan petani penggarap menetapkan
pembagian berdasarkan untung-rugi, yakni pembagiannya tidak jelas
(nyata) melainkan bergantung pada hasil panen dari lahan atau kebun
setelah dikeluarkan seluruh biaya yang telah digunakan selama proses
pengurusannya, jadi kedua belah pihak sama -sama saling mengerti
sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Kalau gagal panen maka
keduanya pun rela menerima kegagalan itu, dan jika berhasil panen
maka keduanya pula akan membaginya melalui sistem bagi hasil.
Dengan demikian, sistem bagi hasil oleh masyarakat muslim di desa
Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara,
dapat dikatakan sesuai dengan bagi hasil yang pernah dipraktekkan
umat Islam pada zaman nabi dan sahabat. Hal ini terjadi karena adanya
kesadaran mereka akan terciptanya suasana yang aman, sejahtera dan
bahagia sehingga prinsip hidup mereka senantiasa berlandaskan dengan
nilai-nilai ke-Islaman termasuk dalam praktek pengelolahan tanah atau
lahan dengan sistem bagi hasil terciptanya suasana yang aman,
sejahtera dan bahagia sehingga prinsip hidup mereka senantiasa
berlandaskan dengan nilai-nilai keislaman termasuk dalam praktek

pengelolahan tanah atau lahan dengan sistem bagi hasil.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat di ambil kesimpulan
bahwa:

1. Praktek bagi hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Sumber Makmur
Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu Adapun praktek
bagi hasil akad muzara’ah di desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung
Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu dengan jumlah lahan 3000 m2 maka
pengelola berhak mendapatkan 1000 m2 dari luas lahan 3000 m2 tersebut,
kemudian pemilik lahan mendapatkan lahannya kembali seluas 2000 m2
dari luas lahan sebelumnya yaitu 3000 m2. Kesemua sistem pembagian
hasil produksi di atas, telah disepakati oleh semua pihak baik penggarap
maupun pemilik lahan.

2. Pandangan Fatwa DSN-MUI tentang Bagi hasil Di Desa Sumber Makmur
Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara sudah sesuai dengan
pandangan Fatwa DSN-MUI, ini dapat dilihat dari proses pelaksanaan
yang dilakukan dalam bentuk akaad dan pembagian hasil lahan, satu
bagian untuk penggarap lahan dan dua bagian untuk pemilik lahan dengan
landasan keridhaan atas masing-masing mereka, sehingga tali silaturahmi
mereka tidak teputus dan Kerjasama yang mereka lakukan dapat

bermanfaat bagi mereka.
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B. Saran

Setelah dilaksanakan penelitian yang disajikan dengan pembahasan hasil

penelitian dan penarikan kesimpulan, maka penulis menyajikan beberapa hal

sebagai saran dalam skripsi ini adalah:

1. Diharapkan kepada pihak yang melakukan Kerjasama ini agar selalu
menjaga kejujuran dan kepercayaan, agar kerjasama ini terus bisa
dilakukan dan bermanfaat, dan selalu berada dalam ajaran yang
disyari’atkan oleh agama.

2. Diharapkan juga kepada pihak departemen agama setempat dan tokoh-
tokoh masyarakat Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten
Musi Rawas Utara kiranya agar selalu memberikan perhatian supaya
kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Sumber Makmur Kecamatan
Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara tidak menyimpang dari ajaran yang

disyari’atkan oleh agama.



